









SISTEM EKONOMI PASAR BEBAS CINA


A.	Kepemimpinan Cina Pasca Deng Xiaoping.
Cita-cita setiap patriot Tiongkok/Cina modern, apakah dia anggota Partai Nasionalis seperti Dr. Sun Yat-sen dan Chiang Kai-shek atau anggota PKC seperti Mao Zedong cs, adalah melakukan modernisasi supaya negaranya menjadi kuat, sehingga disegani dn dihormati dalam pergaulan internasional. Akan tetapi, biarpun mempunyai cita-cita yang sama, mereka menempuh jalan yang berbeda dalam usaha mewujudkannya. Ini disebabkan oleh misi dan preferensi mereka yang berbeda dan yang dipengaruhi oleh lingkungan dan sikon yang dihadapi.
Dr. Sun Yat-sen meninggal dunia sebelum revolusi selesai, sehingga belum memulai usaha modernisasi negerinya. Penggantinya, Chiang Kai-shek, umumnya dinilai gagal di dalam daratan, tetapi kemudian berhasil di Pulai Taiwan, sehingga yang terakhir ini telah muncul sebagai NIE (Newly Industrialized Economy).
Mao Zedong berorientasi kepada Uni Soviet dalam revolusinya, dan pada tahun-tahun pertama RRC mengandalkan Uni Soviet dalam pembangunan industri beratnya. Akan tetapi, terus memburuknya hubungan Moskow-Beijing menyebabkan pertentangan antara Mao dan ahli warisnya Liu Shioqi, sehingga yang terakhir ini dituduh sebagai menempuh jalan kapitalisme/revisionisme ala Khruschev.
Pada tahun 1972 Mao dan PM Zhou Enlai menyambut positif inisiatif Presiden Nixon untuk memperbaiki hubungan AS-RRC. Ini membuka peluang untuk memanfaatkan dunia Barat dan Jepang untuk modernisasi RRC (kemungkinan ini tidak terdapat sebelumnya dalam Perang Dingin, dimana terjadi konfrontasi AS-RRC dan AS melarang sekutu-sekutunya untuk membantu modernisasi RRC). Akan tetapi, Mao dan Zhou meninggal dunia pada tahun 1976, sehingga ahli waris mereka Hua Guofeng dan Deng Xiaoping menerima tugas untuk melaksanakan modernisasi, dengan memanfaatkan dunia Barat dan Jepang.
Sebagai politikus yang realistis dan pragmatis, Deng Xiaoping tidak bisa tidak terkesan oleh keampuhan Maoisme-yang dilambangkan oleh Hua Guofeng—yang memungkinkan pendukung-pendukungnya untuk mengeliminir lawan-lawan politik Maois mereka. Dan kenyataan, bahwa banyak kader partai yang pada satu pihak mendesak Hua untuk merehabilitasi Deng, tetapi pada lain pihak menyokongnya untuk menggolkan Empat Prinsip yang mempertahankan Maoisme sebagai ideologi negara, kelihatan meyakinkan Deng, bahwa lebih baik memanfaatkan Maoisme daripada melakukan demaoisasi, yang mungkin akan menghidupkan kembali perpecahan dalam persatuan dan kesatuan nasional yang dikhawatirkan oleh semua pihak.
Sikap kader partai ini disebabkan karena mereka sadar akan jasa-jasa Mao yang memulihkan harga diri bangsanya, yang selama satu abad dihina dan dieksploitasi oleh kekuatan asing, dan membentuk negara kesatuan yang kuat yang tidak bisa lagi diabaikan dalam percaturan politik internasional, khususnya di kawasan Asia-Pasifik.
Maka itu Deng menerima Empat Prinsip sebagai harga yang harus dibayar untuk rehabilitasinya, dan berhak berpartisipasi aktif dalam percaturan politik di Beijing. Empat Prinsip tersebut adalah (1) RRC tetap negara sosialis; (2) Diktatur Demokratik Rakyat; (3) Keunggulan PKC; dan (4) Maoisme tetap merupakan ideologi negara, diterima sebagai partai dan negara.
Ingin ditekankan di sini, bahwa ditinjau dari perspektif sekarang, politik Deng ini adalah sangat bijaksana. Sekiranya Deng menggantikan Hua sebagai pemimpin tertinggi partai, maka bukan mustahil dia harus memikul tanggung jawab seperti halnya dengan anak buahnya, yaitu sekjen Hu dan sekjen Zhao, yang berturut-turut jatuh dalam dasawarsa’80. Tetapi dengan bertindak sebagai dalang/bapak yang berada di atas anak-anaknya yang saling bersaing, Deng dapat bertahan sampai sekarang untuk mengamankan program modernisasinya.
Umumnya orang tidak menyangkal, bahwa modernisasi merupakan sukses RRC mencapai tingkat kemakmuran yang belum pernah dicapai. Akan tetapi, ini tidak berarti, tidak terjadinya ekses-ekses dan konsekuensi negatif yang dijadikan isu oleh oposisi yang tidak puas, untuk memojokkan anak buah Deng yang bertanggung jawab atas pelaksanaan modernisasi. 
Deng Xiaoping secara formal sudah mundur total dari pentas politik Cina sejak 1989. Ia telah menanggalkan seluruh jabatan resminya, baik dalam partai maupun pemerintahan. Tapi, secara informal, Deng masih memainkan peran sebagai orang yang paling berpengaruh di Cina. Dengan mengambil posisi di balik layar, Deng masih menjadi orang yang paling menentukan percaturan politik dan jalannya pembangunan di negerinya. Posisi dan peran semacam itu mungkin tak pernah ada dalam perpolitikan di negara-negara lain, tapi di Cina hal itu sangat dibutuhkan.
Kedudukan informal seperti Deng Xiaoping itu terutama diperlukan sebagai highest arbitrator bila sewaktu-waktu terjadi	krisis sosial politik atau pertarungan antar faksi. Tanpa adanya highest arbitrator yang disegani, pertikaian politik bisa berlarut-larut, yang pada gilirannya dapat mengancam persatuan Cina Figur semacam itu juga diperlukan sebagai pembimbing atau petunjuk arah bagi bangsa Cina dalam melaksanakan reformasi.
Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin formal, posisi Deng Xiaoping sudah diisi tokoh-tokoh  yang lebih muda dan segar pemikirannya. Namun, justru dalam posisinya sebagai pemimpin informal, sebagai highest arbitrator, sebagai chief engineer reformasi, sebagai orang yang paling berpengaruh dan berkuasa di Cina.
1.	Pertarungan Politik di Cina Menjelang Berakhirnya Kepemimpinan Deng Xiaoping.

Setelah mengeliminir kelompok radikal revolusioner dan menetralisir Hua, percaturan politik di Beijing praktis ditentukan oleh pendukung-pendukung Deng yang tergabung pada kelompok pragmatis realis. Selain ini, terdapat pula TPR pasca Lin Biao, yang pimpinannya mempunyai ikatan khusus dengan Deng, karena merupakan kawan seperjuangannya atau bawahannya dalam perang revolusioner ke-3 (1946-1949). Mereka semua ini sepakat, bahwa tugas utama RRC adalah melaksanakan modernisasi, dengan memanfaatkan dunia Barat dan Jepang. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat tentang tempo dan cara pelaksanaan modernisasi, sehingga dapat dibedakan dua aliran atau golongan dalam kelompok pragmatis realis sebagai berikut.
Pertama-tama ingin disebut di sini golongan konservatif. Golongan ini berpegang kepada Empat Prinsip yang telah disepakati bersama. Golongan ini juga bersifat hati-hati dalam pelaksanaan modernisasi—yang dalam dasawarsa’80 lebih dikenal sebagai reformasi atau liberalisasi ekonomi—dan menganjurkan agar temponya disesuaikan dengan sikon RRC. Juga dapat ditambahkan, bahwa golongan ini berpendapat, liberalisasi ekonomi harus dibawahkan kepada Central Planning.
Tokoh-tokoh dari golongan ini antara lain adalah Chen Yun, Li Hsiannian, Peng Zhen, ideolog Deng Liqun, dan lain-lain. Chen Yun adalah ahli ekonomi yang berhasil membangun kembali ekonomi RRC setelah Perang Dunia II dan yang bertanggung-jawab atas keberhasilan rencana lima tahun pertama (1953-1958). Akan tetapi, dia disingkirkan oleh Mao karena kurang menyokong politik Lompat Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan (RK). Li Hsiannian juga jatuh dalam RK, tetapi setelah rehabilitasinya ia diangkat sebagai Presiden RRC oleh Deng. Peng Zhen adalah walli kota Beijing yang juga jatuh dalam Revolusi Kebudayaan, setelah rehabilitasinya ia diangkat menjadi Ketua MPR-RRC oleh Deng.
Berbeda dengan mereka, golongan reformis mencurahkan perhatian dan usaha mereka kepada pelaksanaan teknis liberalisasi ekonomi. Menurut mereka ini, RRC sudah sangat ketinggalan sebagai akibat Revolusi Kebudayaan. Maka itu liberalisasi ekonomi tidak boleh dikekang oleh faktor ideologi. Ini disambut baik oleh dunia Barat dan Jepang, yang mengharapkan pasaran potensial terbesar di dunia ini dapat diandalkan oleh industri mereka.
Akan tetapi, dalam konteks percaturan politik di RRC ini berarti, bahwa kaum reformis—yang dipercayai oleh Deng dengan pelaksanaan liberalisasi ekonomi—bisa dan ternyata memang dituduh mengabaikan atau menyimpang dari Empat Prinsip yang telah disepakati bersama. Juga usaha mereka untuk secepat mungkin mengadakan reformasi dan hubungan baik mereka dengan dunia Barat dan Jepang, dituduh sebagai mendahulukan dan mengabdi kepada kepentingan dunia luar. Dan sebagai pelaksana modernisasi, mereka bertanggung-jawab atas ekses-ekses dan konsekuensi negatif seperti telah disebut di atas.
Dalam hal ini TPR pasca Lin Biao menentukan keseimbangan antara golongan konservatif dan reformis. Selama kaum reformis masih bisa mengandalkan TPR, mereka dapat melakukan program mereka. Tantangan pertama dari golongan konservatif yang berbentuk Gerakan Antipolusi Spiritual pada 1983, dapat diatasi. Tetapi, memanfaatkan demonstrasi mahasiswa yang menuntut liberalisasi politik menjelang akhir 1986, menyebabkan sekjen Hu Yaobang terpaksa mengundurkan diri,  karena dituduh tidak bisa mengendallikan liberalisasi ekonomi sesuai dengan Empat Prinsip. Deng dapat mengatasi masalah ini, dengan mengangkat PM Zhao Ziyang sebagai sekjen PKC. Akan tetapi, Zhao juga dijatuhkan sebagai akibat Tragedi Tiananmen 1989, seperti yang sudah menjadi pengetahuan umum. Atau, dengan lain perkataan, sokongan TPR kepada golongan reformis memungkinkan yang disebut teakhir ini melakukan modernisasi dalam babak pertama dasawarsa 1980. Tetapi sikap TPR yang perpecah belah menyebabkan jatuhnya sekjen Hu, yang digantikan oleh PM Zhao sebagai sekjen PKC yang baru. Akan tetapi, TPR kelihatan memihak kepada golongan konservatif dalam menjatuhkan sekjen Zhao, yang dituduh tidak solider dengan kawan-kawan PKC-nya dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa.
Berbicara tentang kepemimpinan, ada dua model kepemimpinan di Cina yang selalu saling bersaing, malahan selalu muncul silih berganti. Di satu pihak, ada corak kepemimpinan yang bersifat kolektif. Oleh sebagian dari para pemimpin Cina, model ini dianggap sebagai yang paling operasional dalam pengambilan keputusan.
Sistem ini didasarkan pada pendapat, bahwa penentuan kebijaksanaan haruslah impersonal. Pada gaya kepemimpinan ini, otoritas untuk menentukan suatu kebijaksanaan berada pada berbagai dewan dalam setiap tingkat kepemimpinan, dan bukan di tangan seorang individu. Para penganjur gaya kepemimpinan kolektif ini antara lain Deng dan mendiang Liu Shaoqi, presiden pertama RRC.
Di sisi lain ada sementara pemimpin Cina yang berpendapat, kepemimpinan kolektif akan menimbulkan birokratisme yang mengakibatkan adanya kelambanan dalam mengambil langkah kebijaksanaan. Mereka lebih mendukung bentuk kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip pemimpin.
Model ini sangat mengandalkan pada otoritas seorang pemimpin kuat, dominan, dan memiliki kharisma. Menurut gagasan ini, PKC dan bahkan negara Cina (RRC) tak lebih dari alat, demi mencapai berbagai tujuan tertentu yang dianggap penting oleh seorang pemimpin. Prinsip ini dianut oleh mendiang Mao dan pengikut-pengikutnya.
2.	Kemunculan Jiang Zemin dalam Panggung Politik Cina.
Banyak orang menduga-duga bahwa kemungkinan besar kedudukan sebagai orang paling berpengaruh di Cina akan diambil alih oleh Jiang Zemin. Pengangkatan Jiang Zemin sebagai Presiden/Ketua RRC merupakan salah satu indikasi yang memperkuat dugaan tersebut.
Bila dilihat secara formal, Jiang Zemin kini memang telah menjadi orang yang paling berkuasa di Cina. Selain posisinya yang baru sebagai Presiden/Ketua RRC, Jiang  sebelumnya telah menjdadi orang nomor satu dalam Partai Komunis Cina (PKC), yakni sebagai sekjen. Ia juga telah menjadi orang nomor satu dalam jajaran militer dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Militer Negara (PKN) dan Ketua Komisi Militer Partai (KMP). Kedua komisi ini membawahi angkatan bersenjata, atau yang di Cina dikenal dengan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA)
Dalam partai, di samping sebagai Sekjen, Jiang Zemin masih menempati salah satu kursi keanggotaan Komite Tetap Politbiro. Ini merupakan lembaga paling bergengsi dalam PKC, karena saat ini Cuma terdiri dari tujuh orang anggota, yakni Li Peng, Li Ruihuan, Zhu Rongji, Liu Huaqing, Qiao Shi, Hu Jiantao, dan Jiang sendiri.
Dalam kedudukannya sebagai Presiden/Ketua RRC, secara otomatis Jiang juga memangku jabatan Ketua Dewan Keamanan Nasional. Dengan demikian, praktis semua jabatan sentral dalam pemerintahan (kecuali PM) maupun partai tekah dikuasai Jiang. Di penjuru dunia manapun, agaknya tak ada pemimpin yang memiliki jabatan sebanyak dan sepenting itu. Bahkan Mao Zedong dan Deng Xiaoping sendiri ketika masih aktif juga tidak serakus itu.
Namun, apakah Jiang Zemin betul-betul akan sanggup mengambil alih peranan Deng sebagai orang paling berpengaruh di Cina bila sewaktu-waktu Deng meninggal. Ini masih menimbulkan teka-teki.
Untuk dapat menjadi pemimpin sekaliber Deng Xiaoping atau Mao Zedong, bukanlah soal sederhana, tidak sembarang orang mampu. Selain harus ditempa oleh pahit getirnya kehidupan politik, mereka juga dituntut faktor dari dalam dirinya, misalnya talent, intelegensia, motivasi, dan karakter. Meskipun telah dipercaya menduduki semua jabatan penting, kalau faktor internalnya tidak menunjang, pasti sulit menyamai kelas kepemimpinan Deng dan Mao.
Deng Xiaoping sendiri konon agak menyangsikan kemampuan Jiang Zemin untuk mewarisi tradisi kepemimpinannya. Jiang dikenal bukan tipe pemimpin yang pemberani, tidak inovatif, dan tidak memiliki sifat public figure. Ia terkesan kurang gesit untuk menjadi highest leader dari sebuah bangsa besar seperti Cina. Dalam saat-saat yang menentukan (critical), ia kurang berani mengambil inisiatif, terlalu hati-hati dan tidak berani berkonfrontasi walau hanya dalam konteks gagasan.
Tapi, susahnya, Deng Xiaoping belum punya calon lain yang kadar loyalitasnya sebesar Jiang Zemin. PM Li Peng sebenarnya punya potensi untuk menjadi tokoh besar, tapi Deng kurang senang dengan figur yang satu ini karena sikap politiknya yang cenderung konservatif. Selain itu Lli Peng terlanjur punya noda politik lantaran menjadi dalang penumpasan gerakan mahasiswa pro demokrasi di Lapangan Tiananmen 1989. Deng berharap penggantinya orang yang betul-betul masih bersih, belum punya salah pada rakyat.
Dulu Deng Xiaoping sebenarnya sudah punya kader yang dijagokan, yaitu Hu Yaobang dan Zhao Ziyang. Kedua sosok ini memiliki syarat-syarat untuk menjadi orang berpengaruh di Cina. Sayangnya, mereka terlalu bernafsu hendak membawa Cina ke jalan liberalisme dan kapitalisme. Akibatnya kedua anak kesayangan Deng itu keburu didepak dari panggung politik Cina oleh kaum konservatif.
Sebab itu, meskipun masih dihinggapi keraguan, Deng Xiaoping tidak punya alternatif lain untuk mempersiapkan Jiang Zemin menggantikan peranannya. Deng sengaja memberi Jiang jabatan sebanyak-banyaknya agar sekjen PKC ini semakin percaya diri dan dikenal rakyat. Selain itu, dengan menempatkan Jiang dalam seluruh jabatan sentral, Deng berharap kesempatan orang konservatif untuk unjuk gigi menjadi tertutup.
Pertimbangan lain yang mendorong Deng Xiaoping terpaksa mendukung Jiang Zemin adalah bahwa sekjen PKC ini tidak terlalu menggebu-gebu dengan paham liberalisme dan kapitalisme. Deng agaknya sadar betul bahwa pemimpin semacam itu tak mungkin diterima oleh segala faksi dan lapisan masyarakat di Cina. Jiang adalah seorang reformis, tapi memiliki toleransi yang baik sekali terhadap orang-orang konservatif. Menurut Deng, ini merupakan modal yang baik untuk menjadi pemimpin tertinggi di Cina, meskipun Jiang masih memiliki banyak kelemahan dalam syarat-syarat lain.




Pintu terbuka melibatkan yang sekarang dikenal sebagai liberalisasi pemikiran, semacam perubahan teoritis dan sosial yang menjadi prasyarat untuk mengembangkan ekonomi pasar Cina yang modern secara cepat. Liberarlisasi pikiran, sebagai bagian dari reformasi Pintu terbuka 1978, mendorong banyak pembuat kebijakan menantang doktrin-dokrtin ekonomi. Selain secara terbuka, terutama menjelang akhir revolusi kebudayaan. Liberalisasi pikiran menantang konsep perekonomian terencana dan terpusat yang dianggap unggul, pengendalian badan-badan usaha oleh pemerintah, penindasan kegiatan dagang pada umumnya, dan hukum sama rata yang tidak sejalan dengan konsep laba dalam bisnis. Pergeserana sikap itu telah mengubah cara pikir kebanyakan orang Cina mengenai bisnis. Mereka sekarang sadar bahwa perdagangan dapat dan memang memberi sumbangan yang sangat positif kepada bangsa. Perekonomian yang sehat, hidup yang lebih kualitas dan keamanan negara yang berdaulat merupakan hasil liberalisasi pikiran dan politik pintu terbuka terhadap perdagangan dan penanaman modal asing. Kesamaan pandangan tersebut menjadi dasar yang kuat bagi reformasi di Cina, sehingga mereka mampu menyerap teknologi dan keahlian baru secara cepat dan akurat serta bersaing di pasar global.
2.	Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi di Cina.
Kebijakan reformasi mendiang Deng Xiao Ping berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi. Cina telah mengalami keajaiban ekonomi dengan angka pertumbuhan PDB rata-rata sembilan persen selama 18 tahun sejak 1979.
Reformasi ekonomi meningkatkan ekspor Cina dari 18,27 milyar dollar AS pada 1980 menjadi 151,1 milyar dollar AS pada 1996, meningkat 8,27 kali. Jumlah impor dan ekspor Cina pada 1997 mencapai 325 milyar dollar AS sehingga menempatkan Cina pada urutan kesembilan di antara negara-negara dagang yang paling berhasil di dunia. Dengan kembalinya Hong Kong kepada Cina pada Juli 1997, Cina jadi negara dagang terbesar keempat di dunia sesudah Amerika Serikat, Jepang dan Jerman dengan surplus perdangan sebesar 40,3 milyar dollar AS (1997).
Pada 1996, dengan pertumbuhan PDB 9,7 persen, investasi domestik Cina dalam bentuk aset mencapai 284,68 milyar dollar AS, yang berarti meningkat 18,2 persen dari 1995. Pada tahun itu tabungan nasional Cina mencapai 464,41 milyar dollar AS naik dari 96,5 milyar dolar AS pada 1995. Tabungan dalam negeri yang tinggi ini memberikan modal dasar yang sangat besar bagi Cina.
Memikat modal asing merupakan aspek penting kebijakan reformasi Cina menerima pendaftaran perusahaan dan kantor perwakilan asing pada 1980. Tidak heran, perekonomian Cina sekarang tumbuh paling cepat dan menjadi salah satu pasar penanaman modal dunia yang paling menarik. Penanaman modal terbesar berasal dari Jepang, Hongkong (sekarang daerah administrasi khusus), Amerika Serikat, Jerman, Perancis dan Taiwan. Antara 1980 hingga 1997 Cina mengantongi modal asing sebesar 212,12 milyar dollar AS dari 300.000 perusahaan patungan asing, jumlah yang mengejutkan. Perlu diketahui nilai rata-rata investasi asing perproyek adalah 3,36 juta dollar AS. Selain itu, kontrak investasi telah mencapai 510 milyar dollar AS. Menurut laporan seksi perdangan dan pembangunan Pesatuan bangsa-bangsa (PBB), arus investasi yang masuk ke Cina menempati urutan kedua di dunia sesudah Amerika Serikat. Lantaran itu, pada 1997 PDB Cina tumbuh sebesar 8,8 persen dan investasi domestik berupa aset tetap mencapai 305,1 milyar AS. Cadangan devisa luar negeri sebesar 140 milyar dollar AS, urutan kedua di dunia sesudah Jepang.

C.	Respons Cina atas Liberalisasi Perdagangan.
	Beranjak dari teterbatasan kemampuan perekonomian RRC nampaknya persepsi Jepang mencemaskan ancaman militer RRC, seperti hanya tahun 1960-an ketika RRC mulai mengembangkan sistem senjata Nuklir. Ketika itu diakui bahwa tidak ada kemungkinan RRC akan menyerang Jepang, namun disadari pula bahwa RRC berkemampuan menghancurkan Jepang dengan senjata Nuklir. Hingga taun 1980-an abrulah (lebih) diyakini bahwa RRC belum jauh mengembangkan sistem senjata Nuklir karena keterbatasan finansial dan teknologi. Kekhawatiran Jepang akan ancaman militer RRC pun berkurang, terutama setelah berpecahnya Beijing dengan Moskow melibatkan kedua negara dalam komflik-konflik perbatasan, sehigga RRC lebih memusatkan strategi militernya kepada Uni Soviet.
Kemudian ihwal RRC yang tidak lagi bersikap provokatif kerkenaan dengan adanya pembangunan ekonomi domestiknya, yakni program modernisasi dan kebijaksanaan Pintu Terbuka. Untuk membiayai program modernisasi, RRC bersikap terbuka dengan negara manapun guna mendapatkan bantuan finansial dan teknologi.
Tokyo memandang RRC yang begitu luas dan banyak penduduknya tidak hanya sebagai pasar bagi barang-barang industri ringan produksi Jepang, melainkan juga sebagai sumber bahan mentah. Perhatian Jepang terhadap Cina semakin besar setelah RRC menjadi negara pengekspor minyak yang paling dekat dengan lokasi industri Jepang. Sebaiknya< RRC memerlukan bantuan negara-negara maju, terutama Jepang.
Sejak tahun 1990-an, RRC mencanangkan Program Empat Modernisasi Ekonomi yang merupakan upaya para pemimpin RRC pasca Deng Xiaoping antara lain untuk mengatasi keterbatasan domestiknya, yakni modernisasi industri pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi serta militer, keempatnya adalah keterlibatan Cina secara ekonomi makro dalam liberalisasi ekonomi dan perdagangan regional maupun internasional. Pengembangan ekonomi menjadi prioritas utama, mengingat kelemahan ekonomi merupakan sumber fundamental dari kerentangan nasional, oleh karenanya Cina merasa perlu untuk membenahi diri dalam mempersiapkan masuknya Cina di era liberalisasi perdagangan regional maupun internasional.
Program empat modernisasi ekonomi tersebut,  merupakan komitmen pemerintah RRC dalam mengembangkan perekonomiannya. Hal ini menuntut adanya upaya memperbaharui sistem ekonomi ataupun strategi pembangunan ekonomi dalam sektor pertanian maupun industri. Pada dasarnya pembaharuan ekonomi RRC berintikan pada reformasi sistem ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan efisien produksi dan alokasi sumber-sumber daya, sementara strategi pertumbuhan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dari ekspor komoditi manufaktur, desentralisasi dalam pembuatan keputusan kunci pembaharuan ekonomi, meskipun pemerintah pusat memegang kontrol atas perencanaan alokasi berbagai sumber daya namun badan-badan usaha diberi ruang gerak yang lebih luas bagi operasi produksi dan pemasarannya mengikuti perkembangan liberalisasi yang sedang berlangsung di Asia maupun dunia.
Dalam hal investasi, badan-badan usaha diperbolehkan memakai surplus keuntungan bagi keperluan investasinya sendiri. Badan-badan usahanya juga diperbolehkan memproduksikan barang yang berorientasi pada permintaan pasar setelah target rencana produksi dipenuhi. Mereka dapat menjual produk dan jasa itu pada harga yang dirundingkan secara langsung dengan konsumen. Dalam ihwal ketenagakerjaan, pada dasarnya badan-badan usaha didorong untuk melakukan kontak-kontak langsung dengan rekannya diluar negeri serta memperbolehkan mereka menahan voluta asing untuk keperluannya sendiri.
Kebijakan-kebijakan pemerintah itu terutama ditunjukan guna meningkatkan efisien industri mengingat kelemahan dalam hal teknologi, rendahnya keterampilan dan motivasi tenaga kerja, rendahnya kualitas bahan-bahan produksi, serta lemahnya infrastruktur, agar mampu menciptakan industri yang produktifitasnya maupun kualitasnya tinggi. Desentralisasi pembuatan keputusan, dibarengi pengadaan insentif materi bagi pekerja dan manajer, diharapkan dapat meningkatkan produktifitasnya tenaga kerja dan menggairahkan inovasi para manajer.
Upaya pembaharuan, terutama disektor industri, segera menampakan sukses. Out-put industri telah bergeser dari industri berat ke manufaktur ringan, terutama barang-barang konsumsi. Di banyak perusahaan, produktifitas jauh meningkat seperti halnya kualitas produk-produknya. Andil RRC dalam perdagangan internasional telah meningkat, terutama dalam komoditi tekstil pakaian jadi, dan sepatu.
Produk-produk Cina yang tersebar di Asia telah mampu menggoyahkan perdagangan Jepang yang selama ini mendominasi Asia, malah Jepang merasa khawatir akan terus masuknya produk dari Cina yang memiliki harga kompetitif dibandingkan dengan produk buatan Jepang. Respons yang baik terhadap pemberlakukan liberalisasi perdagangan telah telah ditunjukkan oleh pemerintah Cina dengan keikusertaan Cina menjadi anggota WTO, dan adanya perubahan-perubahan kebijakan ekonomi Cina yang secara sengaja dan sadar diarahkan untuk membangun dan mempersiapkan diri menghadapi liberalisasi perdagangan dan ekonomi.
Akhirnya, semua kebijakan pemerintah Cina diarahkan untuk menghadapi liberalisasi perdagangan maupun ekonomi di Asia Pasifik maupun internasional, sehingga upaya-upaya perbaikan dan peningkatan sistem ekonomi domestik Cina dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan dan surplus bagi kesejahteraan dan perekonomian Cina secara makro.
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